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PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PE' AKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAA

BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang . >ahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah A -.;:aedar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Fengelc’aan Lir.BaL
Aahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Daerah

edan Tahun 2016 Nomor 1. Tambalian Lembaran D^ev
ota Medan Nomor 1) perlu membentuk Peraturan v / .

Kota tentang Pelaks&naan Peraturan Daerah Kota Medan
[ iomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Llmbah Baban
Berbahaya Dan Beracun;
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Mengingat . Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Nege i a
Republik Indonesia Tahun 1945;

2 , Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tenting
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalarn
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaraa
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

v;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentai
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974' Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3046)^ -

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725};

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenumg
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tent&ng
Perlindungan Dan Pengelolaan Ungkung&n Hk'

.vp
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20G9
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tu^ublik
Indonesia Nomor 5059);

I

7, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 1 egara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ferubah&n Le dua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tencang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8 .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tcmang
Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tam Laban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005) ,

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinning Di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan
Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Pudartg
Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan
Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan
Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan
Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 67);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang
Pembentukan 18 (delapao belas) Kecamatan Di Wilayah
Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simaluugnn,
Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli
Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

II
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20cN tentangPengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun ( rmhuanNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nora,: 136,Tambahan Lembaran Negara Republik inmmesiaNomor 4153};

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Iudo:ieslaNomor 4833);

14 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 entangIzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 ienarngPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 MNomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5617);

16. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Nomor Kep-01/BAPEDAL/09/1995 ic\ivungTata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanar. Dari
Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Bern run:

17. Keputusan Kepala Badan Pengendalian DampakLingkungan Nomor Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang
Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengut -r ulan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;

18. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Nomor Kep-03/BAPEDAL/09/ 1995 tentang
Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah BahanBerbahaya Dan Beracun;

19. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Nomor Kep-04/BAPEDAL/09/1995 tentang
Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan,
Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, Dan Lokasi
Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya DanBeracun;

20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbc: Dan
Label Bahan Berbahaya Dan Beracun;

21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun;
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22 . Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18
Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahya Dan Beracun;

23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30
Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat
Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beacun
Oleh Pemerintah Daerah;

24. °eraturan Menteri Lingkungan Hidup N'onv 14
Tahun 2013 tentang Simbol Dan Label Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Rep u auk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 39);

25, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SO Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {riei -ita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, ,

26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012
tentang Sistem Kesehatan Kota (Lembaran Daerah Koia
Medan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 201 i
tentang Rencana Tata Ruaiig Wilayah Kota Medan 2 . 11-
2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 12);

28. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2C15
tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan
Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 2, Tampa nan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016
Nomor 1„ Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR
TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN.
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Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2016 tentangPengelolaaa Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, diserahkan kepadaBadan Lirrgkungan Hidup Kota Medan.

Pasal 2

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daera:: KoiaMedan Nomor I Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbak BahanBerbahaya Dan Beracun, diatur dengan Peraturan Wall Kota.

Pasal 3

Peraturan Wall Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerirttahkan pengundanganPeraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KolaMedan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11. April 2016

WAL1 KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELD1N S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 11 April 2016

SETARIS nfiE
AfilJ
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SEKRETARIS RAH KOTA MEDAN,

SYAIFufBAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 8.


